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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
  Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, 
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka 
memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, baik pemerintah maupun 
masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum sangat memerlukan 
dana dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, 
meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian diperoleh 
melalui kegiatan pinjam-meminjam.1 
  Pada masa pembangunan saat ini kehidupan masyarakat memiliki berbagai 
macam kebutuhan, dengan banyaknya kebutuhan hidup memungkinkan 
seseorang tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. 
Maka ia membutuhkan bantuan dari pihak lain dengan cara utang-piutang guna 
menambah dana serta mencukupi kebutuhan hidupnya. 
  Utang-piutang merupakan perbuatan yang sering terjadi di masyarakat saat 
ini. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki ekonomi 
lemah, namun juga dilakukan oleh seseorang yang memiliki ekonomi yang 
relatif mampu.  
                                                
1	Purwahid Patrik dan Kashadi, 2006, Hukum Jaminan Edisi revisi, Semarang: Fakultas 




  Suatu utang diberikan atas dasar kepercayaan dari Kreditur bahwa Debitur 
akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang dengan baik. Maka dari itu 
kegiatan utang-piutang tersebut tentu akan selalu memerlukan adanya jaminan, 
hal ini demi keamanan dalam pemberian kredit dalam arti piutang yang 
dipinjamkan akan terjamin pelunasannya. Di sinilah letak pentingnya lembaga 
jaminan guna menunjang kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional.  
  Saat ini terdapat berbagai bentuk jaminan kebendaan, guna menjamin 
pelunasan utang oleh Debitur. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan yaitu 
fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan jaminan fidusia 
adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani dengan 
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi 
fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditur lainnya.2 Undang-
undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan menampung kebutuhan 
masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia untuk membantu kegiatan usaha 
dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.  




  Sehubungan dengan penjaminan ini, pada asasnya kalau kewajiban 
perikatan tidak dipenuhi secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya 
maka Kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan tersebut, kalau perlu ia dapat 
meminta bantuan hukum agar Debitur dihukum untuk memenuhinya atau 
memenuhi sebagaimana mestinya.3 Dalam hal ini, apabila Debitur (pemberi 
fidusia) cidera janji maka Kreditur (penerima fidusia) bisa melaksanakan 
eksekusi atas benda jaminan fidusia.  
 Secara umum eksekusi sebagai pelaksanaan atau tindakan hukum atas 
keputusan pengadilan atau akta, maka pelunasan kewajiban kreditur diambil 
melalui hasil dari penjualan benda-benda tertentu milik Debitur.  
 Perlu disepakati bahwa eksekusi yang dimaksud adalah pelaksanaan 
keputusan pengadilan atau akta. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia, pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi 
objek jaminan fidusia. Sebaliknya dalam hal pemberi fidusia tidak 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi 
dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi 
objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang 
berwenang.  
 Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal pemberi fidusia 
(Debitur) cidera janji, maka penerima fidusia (Kreditur) dapat melakukan 
eksekusi. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia dan pada Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu 
                                                
3	J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, hal. 55.	
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berdasarkan pada titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang 
mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga dengan adanya kata-kata 
tersebut memberikan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan eksekutorial 
sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Apabila Debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 4 
a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud 
 dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia (Pasal 29 ayat (1) huruf a);  
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 
 penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
 pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b);  
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 
 dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 
 tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c).  
 Jadi prinsipnya, bahwa penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan 
melalui lelang di muka umum dan memungkinkan dilakukan penjualan di 
bawah tangan dengan syarat hal tersebut telah disepakati oleh pemberi dan 
penerima fidusia.  
  Dengan demikian perlunya perhatian serius mengenai pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dalam praktek kehidupan masyarakat dalam rangka 
                                                
4		M. Bahsan, 2015, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT 
Rajawali Press, hal. 66.	
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pembangunan Indonesia khususnya pada bidang hukum. Karena pada 
kenyataannya, masih sering terjadi masalah dalam pelaksanaan eksekusi 
berupa perlawanan dari Debitur yang tidak menerima bahwa barang jaminan 
diambil kembali oleh Kreditur untuk penyelesaian utang-utang Debitur, barang 
jaminan telah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut 
mengenai masalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam bentuk skripsi 
dengan judul: “PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi 
Kasus di Lembaga Pembiayaan Konsumen Semarang)”  
B. Rumusan Masalah  
 Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan 
diteliti sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia? 
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi 
jaminan fidusia?  
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar alasan dilaksanakannya eksekusi 
jaminan fidusia. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam    
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.  
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3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 
hambatan-hambatan dalam eksekusi jaminan fidusia. 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis  
     Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan berguna bagi 
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan 
dengan eksekusi jaminan fidusia. 
2. Kegunaan Praktis  
    a. Pihak Kreditur (Astra Credit Companies Semarang, Trihamas Finance 
Semarang, dan Multindo Auto Finance Semarang)  
 Bagi pihak Kreditur, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
   b. Debitur  
 Memberikan pengetahuan kepada Debitur agar dapat mengetahui 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan alasan eksekusi akibat tidak dilaksanakannya 
kewajiban sesuai yang ada di perjanjian.  
E. Metode Penelitian  
 Penelitian merupakan pencarian kembali. Hal yang dicari dalam suatu 
penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar 
tersebut nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan 
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tertentu. 5 Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data secara lengkap 
dan dapat dipercaya kebenarannya, serta untuk memperoleh gambaran yang 
jelas dan cukup mengenai permasalahan, sehingga peneliti melakukan 
penelitian dengan metode sebagai berikut:  
1. Metode Pendekatan 
  Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode 
kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas 
perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang 
kompleks dan holistic.6 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini 
diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang alasan 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hambatan-hambatan pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dan upaya guna menyelesaikan hambatan dalam 
eksekusi jaminan fidusia dengan menggunakan interaksi secara langsung 
yang dilakukan antara peneliti dengan sumber data dan penelitian ini 
memungkinkan untuk mengembangkan pemahaman makna-makna data 
yang diperoleh.  
2.  Spesifikasi Penelitian  
      Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis. Dengan 
menggunakan kedua sifat tersebut, akan digambarkan dengan secara jelas, 
rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai alasan pelaksanaan eksekusi 
                                                
5	Prof.Dr. Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori 
dan Praktik), Depok: Rajawali Press, hal. 125.	
6	Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan 
Mahasiswa, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal.12. 
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jaminan fidusia, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia dan upaya untuk menyelesaikan hambatan-
hambatan eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya 
berisikan pengertian yang hanya menyimpulkan dan menyusun data tetapi 
juga meliputi analisis. Peneliti akan menganalisis obyek penelitian dengan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.  
3. Obyek Penelitian  
  Obyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai masalah 
dan tujuan dari penelitian. Obyek penelitian ini, yaitu segala informasi dan 
data yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia studi 
kasus di Lembaga Pembiayaan Konsumen Semarang. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
  Teknik pengumpulan data berkaitan dengan tata cara dan sumber data 
yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang terkait dengan tujuan 
penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah 
metode studi lapangan dan metode studi kepustakaan:  
 a. Studi Lapangan  
     Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang 
diperoleh langsung dari sumbernya atau tangan pertama, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan daftar 
pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada: 
 a. Litigasi Astra Credit Companies Semarang 
 b. Kepala remedial dan litigasi Trihamas Finance Semarang 
 
	 9	
 c. Litigasi Multindo Auto Finance Semarang  
 b. Studi Pustaka  
     Studi pustaka ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu 
penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini. Data 
sekunder di bidang hukum perdata sebagai referensi untuk menunjang 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bahan Hukum Primer  
 Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 
penelitian7. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Perjanjian pembiayaan jaminan fidusia, Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi 
Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019.  
2) Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, 
teori hukum dan pendapat para ahli serta berkas-berkas putusan 
pengadilan yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia.  
3) Bahan Hukum Tersier 
                                                
7	H. Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107.	
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 Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 
hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan tersebut adalah 
Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing 
seperti kamus bahasa inggris dan bahan-bahan dari internet jika 
memang dibutuhkan saat penelitian. 
5.  Teknik Pengolahan dan Penyajian Data  
            Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 
pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing, 
dan coding. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab 
pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam 
bentuk uraian-uraian. 
6. Metode Analisa Data  
        Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan untuk menganalisa 
data dengan menggunakan asas hukum, peraturan perundang-undangan, 
pendapat para ahli, tinjauan pustaka, jawaban narasumber dan responden. 
Oleh karena itu untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan eksekusi 
jaminan fidusia studi kasus di Lembaga Pembiayaan Konsumen Semarang.  
F. Sistematika Penulisan  
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan suatu 
penyusunan tulisan secara sistematis, diuraikan sebagai berikut:  
Bab I PENDAHULUAN 
  Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
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tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
skripsi.  
Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini menguraikan teori guna mendukung penelitian ini meliputi 
tinjauan umum perjanjian yang berisikan pengertian perjanjian, 
syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian dan hapusnya perjanjian, 
tinjauan umum tentang jaminan yang berisikan pengertian jaminan, 
obyek jaminan, tingkatan kreditur terhadap jaminan, macam jaminan 
kebendaan, tinjauan umum tentang Fidusia yang berisikan 
pengertian fidusia, ciri lembaga fidusia, proses pembebanan jaminan 
fidusia, pengalihan jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, 
eksekusi jaminan fidusia, tinjauan umum tentang wanprestasi yang 
berisikan pengertian wanprestasi, wujud wanprestasi, akibat hukum 
wanprestasi, tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan yang 
berisikan pengertian lembaga pembiayaan, peranan lembaga 
pembiayaan, bidang usaha lembaga pembiayaan, tinjauan umum 
tentang eksekusi yang berisikan pengertian eksekusi, pelaksanaan 
eksekusi, jenis-jenis eksekusi, dan tata cara eksekusi.   
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, posisi kasus, 
hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Astra Credit 
Companies, Trihamas Finance Semarang dan Multindo Auto 
Finance Semarang, yang dimintakan penjelasannya mengenai 
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alasan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hambatan-hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan upaya 
untuk menyelesaikan hambatan-hambatan eksekusi jaminan fidusia.  
Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran peneliti 
 berdasarkan hasil penelitian.
